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PUTUSAN
Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Rmb
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Honor di Kejari Bombana, tempat kediaman di Kelurahan
Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tidak Ada, tempat kediaman di JI. Poros Kasipute-Bopinang,
Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten

Bombana, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April

2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor
0066/Pdt.G/2019/PA.Rmb tanggal 08 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tecatat pada Kantor
Urusan Agama Kecematan Rumbia berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : 172/46/1X/2009 tanggal 01 April 2019 karena itu antara Penggugat
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dan Tergugat memiliki hubungan hukum suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap dirumah
oarang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Lampopala, Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Bombana sampai tahun 2009;

3. Bahwa dalam perkawinan anatara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai
anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 sudah mulai sering
adanya percekcokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi
keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak pernajujur soal penghasilan tergugat;
- Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan;

5. Bahwa peramsalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya
kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat
terjadi pada bulan Oktober 2009, terjadi pertengkaran yang di sebabkan
Tergugat jarang pulang dirumah sehingga penggugat menderita lahir batin
dan apabila Penggugat bertanya pada Tergugat apa sebab jarang pulang di
rumabh justru tergugat marah-marah pada Penggugat.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat
tinggal oarangtua Penggugat lalu tinggal dirumah orang tua Tergugat di
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten
Bombana. Sedangkan Penggugat Tetap tinggal dirumah orang tua
penggugat di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Bombana, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
Oktober 2009;

8. Bahwa setelah berpisah selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) bulan sudah
pernah diupayakan damai oleh kedua keluarga belah pihak akan tetapi tidak
membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi
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mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian
menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga
dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undagan yang berlaku yang
berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia
memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perakara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjuthya memberikan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);

3. Membebankan biaya perkara menuruthukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapatlain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugatyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah

mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:
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I. Bukti Tertulis :
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 172/46/1X/2009, tanggal 01
April 2019, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Il. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-
masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, hubungan Ibu Kandung Penggugat, pada pokoknya
menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama X ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi
selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugattanpaizin karena pernikahan hasil perjodohan ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugatdan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan
Oktober tahun 2009 sampai sekarang sudah 9 tahun lebih lamanya ;

- Bahwayang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi
lagi dan Penggugattidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 48 tahun, hubungan Ayah Kandung Penggugat, pada
pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama X ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi
selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugattanpaizin karena pernikahan hasil perjodohan ;
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- Bahwasaksitidak pernah melihat Penggugatdan Tergugatbertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan

Oktober tahun 2009 sampai sekarang sudah 9 tahun lebih lamanya ;
- Bahwayang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi
lagi dan Penggugattidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugatdan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimanayang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugattelah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 April 2019 dan 16 April 2019 tidak
hadir, pemanggilan tersebuttelah dilakukan menuruttata cara yang ditentukan
dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwaternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan
patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan
disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak
dapat dijalankan karena Tergugattidak hadir dalam persidangan sesuai dengan
maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
172/46/1X/2009, tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA
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Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus, oleh karenaitu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan
gugatan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan
gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,
maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia,
maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam),
pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama
Rumbia;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati
pula Penggugatagar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun
Penggugattetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugatdengan alasan bahwa dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugattanpaizin karena pernikahan hasil perjodohan hingga
akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun tanpa saling memedulikan

lagi, serta Penggugatdan Tergugattidak ada harapan lagi untuk rukun.
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut,
maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah
benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga
keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak
dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan
untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka
Penggugattetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor 172/46/1X/2009, tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Majelis Hakim
di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di nazegelen,
sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana
maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
(voilledig) dan mengikat (bindende), dengan demikian maka antara Penggugat
dengan Tergugatterbukti adalah suamiisteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi | dan saksi Il
Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilirdan terpisah
yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- BahwaPenggugatdengan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 bulan.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tergugat pergi
meninggalkan Penggugattanpaizin karena pernikahan hasil perjodohan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2009 sampai sekarang sudah 9tahun lebih tanpa saling peduli.

- Bahwaantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan
pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi
Penggugattidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi | dan saksi Il
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Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah
yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi Il Penggugat
mengenai dalil-dalii  gugatan Penggugat tentang perselisihan dan
pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar
informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
karena bersifat de auditu sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki
kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi kedua Penggugat tidak
melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, namun keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok
antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara
keduanya sejak bulan Oktober tahun 2009 dan yang meninggalkan kediaman
bersama adalah Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut
memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut majelis hakim
perpisahan tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun lebih antara Penggugat
dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan
gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung
(circumtial evidence) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan
keretakan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaterbukti Penggugatdan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai
dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 172/46/1X/2009, tanggal 01 April
2019, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Bombana.

- Bahwaterbukti Majelis Hakim mempersangkakan Rumah tangga Penggugat
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dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pisah
tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan
Oktober tahun 2009 selama 9 tahun lebih.

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang
menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugatdan Tergugat
tetapi Penggugattidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar
Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi
sejak bulan Oktober tahun 2009 dalam hal ini Majelis Hakim
mempersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan
keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan nasihat dari
keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan alternatif
terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan
apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam
membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah
mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
selama 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan
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Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh
tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud
sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat
dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga
dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat
tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun
dalam membinarumah tangga.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat
merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian
antara Penggugatdan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta,
hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta
memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan
sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga
(vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimanartersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa

dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rumayat 21 :
O SE a gl LY Gl 8 o) dea 53350 aSi Jaa s Leall Sl a5 51 oSudil e oS8 R a3l e

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
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dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul figh
yang berbunyi :

cllad e a e auliall s

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133

sebagai berikut:
Al paldl) adde (3l Lea 531 A5 550 A ) a2 31

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu’.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum

Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga
gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum
dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan
dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan
secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Quran Juz Ill
halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
A Y allhged ooy Al Cpdudl A& e Sl 23 (g
Artinya: “Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap
sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,
maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.”
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara
bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;
Mengingatdan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

dan peraturan yang berkaitan dengan perkaraini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, X terhadap Penggugat, X

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi., bertepatan
dengan tanggal 17 Sya’ban 1440 Hijriyah, oleh kami
Muhammad Nasir, S.Ag., sebagai Ketua Majelis,
Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag sebagai
Panitera serta dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Hakim Anggota Ttd
Ttd
Muhammad Nasir, S.Ag
Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.
Hakim Anggota
Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H. Panitera
Ttd

La Mahana, S.Ag

Perincian biaya:

¢ Pendaftaran 'Rp 30.000,00
e ATK Perkara 'Rp 50.000,00

e Panggilan 'Rp 525.000,00
o Redaksi 'Rp 10.000,00
e Meterai 'Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 621.000,00 (enamratus dua puluh satu ribu rupiah).
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